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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum 

penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan 

penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika 

melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen). 

2. Faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses 

penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, Pertama Kontradiksi 

pengaturan Pasal tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua, Cakupan jenis narkotika 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, 

tidak mengikuti perkembangan jenis narkotika terbaru, Ketiga, 

inkonsistensi istilah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan 

pecandu antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan Peraturan 

Bersama 7 (tujuh) lembaga negara, PERJA Nomor 29 Tahun 2015 dan 

PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014. 

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam 

proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika adalah 

diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya 

memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu 
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maksimal pengajuan permohonan TAT oleh penyidik. dilakukan 

pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan, dorongan motivasi 

dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk 

sembuh.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga legislatif yakni DPR-RI kedepannya agar regulasi 

kebijakan Tim Asesmen Terpadu perlu masuk ke dalam peraturan per-

Undang-Undangan seperti Peraturan Pemerintah (PP) sehingga pidana 

alternatif berupa rehabilitasi dapat dijalankan dengan optimal dan 

mengikat semua instansi terkait. 

2. Terhadap BNN untuk mendukung tindak lanjut atas program TAT agar 

tersangka yang merupakan pecandu narkotika mendapatkan pengobatan 

berupa rehabilitasi, diusulkan agar setiap kabupaten/kota memiliki 

tempat rehabilitasi yang memadai dimana terdapat penanganan dan 

pengawasan yang khusus terhadap tersangka atau narapidana narkotika 

yang perlu menjalani proses rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen. 

3. Sebaiknya bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam 

melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan 

narkotika lebih mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam proses 

penyidikan agar tidak salah dalam penentuan pemberian rehabilitasi 

terhadap korban penyalahgunaan narkotika. 
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4. Sebaiknya hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberian 

rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dicari jalan 

keluamya, mengingat pentingnya pemberian rehabilitasi bagi korban 

penyalahgunaan narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan 

narkotika dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat. 
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